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a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Bupati Tebo menetapkan rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ~ 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undag Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~; 1 



1. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tebo. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh 

Camat. 
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo. 
7. Desa adalah Desa dan Desa adat a tau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang m~ilik~ 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 
TEBO TAHUN ANGGARAN 2017. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 478); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Pembangunan Desa; 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenagan Lokal 
Berskala Desa; 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 ten tang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 

20. Peraturan Daerah Ka bu paten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 ten tang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8); 
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batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga 
yang yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

,....--._., 

13. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi 
dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang 
dialokasikan ke Desa melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi 
hasil Pajak dan Restribusi Daerah. 

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

-~ 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

1 7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan Desa. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 
RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 
selama 6 (enam) tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD 
adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa. y 
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telah ditetapkan dalarn larnpiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 

Nornor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

~ 

Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 3 
Alokasi dasar setiap desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf a, dihitung 

berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jurnlah desa sebagairnana 

angka 
setiap 

Pasal 2 
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kabupaten Tebo Tahun 
Anggaran 201 7, dialokasikan secara rnerata dan berkeadilan berdasarkan: 

-~ a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

kerniskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa 
kabupaten/kota. 

22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan 
keuangan Desa. 

23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 

24. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang rnernbidangi urusan 
adrninistrasi keuangan untuk rnenatausahakan keuangan Desa. 

25. Rekening Kas Desa adalah rekening ternpat rnenyirnpan uang Pernerintahan 
Desa yang rnenarnpung seluruh penerirnaan Desa dan digunakan untuk 
rnernbayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

26. Penerirnaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang 
rnasuk ke APBDesa rnelalui rekening kas Desa. 

27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa rnelalui rekening 
kas Desa. 

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
-~ selisih le bih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selarna satu periode 

anggaran. 
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna Badan Perrnusyawaratan 
Desa. 

32. Paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukurn tetapi rnernpunyai 
pengetahuan, ketrarnpilan dan pernaharnan dasar tentang hukurn dan hak asasi 
rnanusia yang rnendayagunakan pengetahuannya itu untuk rnemfasilitasi ikhtiar 
perwujudan hak-hak asasi rnasyarakat rniskin/kornunitasnya. 
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Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tebo Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tebo ini. 

Pasal 7 

Pasal 6 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang 
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

statistik. 

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa nasional 
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa 
nasional 
Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki 
Desa 
DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota 
ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota 

Keterangan: 
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap 
kabupaten/kota 

I W I = I {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota) 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Pasal 5 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan 

data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 4 
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sarana dan c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
pendidikan, sosial dan kebudayaan; 

Pasal 9 
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 

berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat 
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. 

Paragraf 1 
Bid.ang Pembangunan Desa 

Pasal 10 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa 
diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, 
meliputi: 
a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana 

dan prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman, termasuk 
ketahanan pangan dan permukiman; 

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan masyarakat; 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota; dan 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada 

bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari. 
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan 

------- la po ran realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling 
kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) 
kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening 
Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus). 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 
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dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa; f. 
Desa; 

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan 
sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, 
Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di 

~ 

Paragraf 2 
Bidang Pemberdayaan Desa 

Pasal 12 
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan 
wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga 
atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: 
a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau 

bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui 
pelatihan dan pemagangan; 

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM 
Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat 
Desa lainnya; 

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan 
Desa; 

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan 
hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa (Community Centre); 

Pasal 11 
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta 
pemberdayaan masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa 
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi: 
a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 

pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan 
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana 
pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat 

---. desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan 

c. Desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi 
desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi 
tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. 

d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/ atau 

e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan 
serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat 
mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar 
Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
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mmggu 

~ 

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat 
keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. 

( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Tebo. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; 

dan 

Pasal 15 

BABV 
PELAPORAN DANA DESA 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana 

Desa. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 14 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan 
pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau 

h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa 
kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

Pasal 13 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi 
Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu: 

a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja 
dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
kehidupan masyarakat desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/ a tau proses produksi 
sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
modal/ fasilitas keuangan; 

c. Desa maju dan/ atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi 
atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki 
kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya 
ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. 
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dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnyai 

Pasal 17 
(l)Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah 

diterima; dan 

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

--, (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran 

berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana 

Desa di RKUD. 

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana 

Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 

BAB VI 
SANKS I 

Pasal 16 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% 

(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa 
tahap I tidak dilakukan. 

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi 
paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. 
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UPATENTEBO 

Di undangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 3 o - I - 201 7 

Ditetapkan di Muara Tebo 
Pada Tanggal ·~ o - I - 201 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


